
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

PERA.TORAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 9 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEQORO 

IIOMOR 14 TAHIDf 2011 
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN' DAN PERKOTAAN 

Mcnimbang 

Mcngingat 

DENGAR RAHMAT TUHAII YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJOl'fEOORO. 

a. bahwa pcrsjapan pcngalihan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pcrdcsaan dan Pcrkotaan mcnjadi Pajak Dacrah tclah 
dilaksanakan dcngan bail<, maka perlu mcmperccpat 
pcngambilatihan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagrumanana 
dimaksud dalam huruf a, pcrlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan At.as Peraturan Oaerah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tcntang 
Pajak Bumj dan Bangunan Perdcsaandan Perkotaan; 

1. Pa3al 18 ayat (4) Undang-Undang Oasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1950, Lentang Pcmbentukan Daerah-dacrah Kabupaten 
daJam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (wumumkan 
pada tanggaJ 8 Agustus 1950); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesja Nomor 3029); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dcngan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 54, Tombahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
To.hun 2000 Nomor 129, TambtlhAn Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 
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5. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
8. Undang-Undang Repllblik Indonesia Nomor 12 Tlihun 

2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pclaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pida na (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembru'an 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

10. Peratura.n Pcmcrint.ah Republik Indonesia Nomor 135 

Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Oalam Rangka 
Penagihon Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah 
(Lcmbara.n Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 
140, Tambahan L.embaran Negara Republik. Indonesia 

Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan Dacrah 
(Lembaran Negara Rcpublik .Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Lndonesia Nomor 4593); 
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13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 

Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5161) ; 
14. Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 91 

Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 

Berdasarkan Penetapan Kepala Dacrah atau Dibayar 
Scndiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah yang kedua kaJinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 

16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 

Tahun 20 IO ten tang Taha pan Pers ia pan Pcngalihan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Pcraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Banguna n 

Perdcsaan da n Perkotaan (Lemba ran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 20 l O Nomor 15); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO 

dan 

Menetapkan 

BUPATIBOJONEOORO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO NOMOR 
14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 



 

• 4 . 

PasaJ I 

Ketencuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 tahun 

2011 tcntang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
diundangkan tanggal 10 Nopember 2011 dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011, diadakan perubahan sebagai 

berikut: 

•Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal37 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.• 

PasaJ n 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Oaerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 19 Oktober 2012 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 18 Oktober 2012 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd 

H.SUYOTO 

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN BOJOREGORO 

ltd. 

Dn. SOEBADI IIOELJONO, IOI 

LEMBARAN DAER.AB KABUPATEN BOJOJJEGORO TABUN 20121'O11OR 9 . 

scsuai dengan astinya 
KABUPATEN BOJONEGORO 

01111 
a 

l 198603 I 008 


